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PERTANIA

KEDUA
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MEMUTUSKAN

Memberikan Ijirr Operasional kepada

Nama Lembaga
NPSN
NSS
Jenis Kegiatan
Tahr.m Pendirian
Penyelenggara
Alamat

:'r* 
HAF.APAN BrrNDA"

TAMAN KANAK-KANAK (TK)
14 Jurrri 2Al2
Marsiyatun
Desa Asam Randah Rt-04 Rw.02
.ll.Karya Baru
Kecamatan Hattrngun
Kahupaten Tapin

巧in OPCrasional Penyelensaraan Pendidikan Anak Usia Dini scbagaimana

dimalsud Pda dictШ tt PERTA■色へ bc」山 u ttjεtt Tallggal 17 Julli 2015
湿肛pai dcl13all Tangga1 17 Juni 2018

Apabila tcrdapat kckclinlan(闘 nm Kepu― ini ttan diadaktt pcrbaik飩
dan pcrubahan sebagttmana lnestinya_

.19600801 1987101.003

Ditetapkan di



PEMERINTAH KABUPATEN TAPiN
KECAMATAN HATUNGUN
KEPALA DESA ASAM RANDAH

Alam漬 :Jl.Kava Bttu Rt004 Rw 002 Asam Randah

ICEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PKK ASAPl RANDAH
Nomol・ :422/002-60/1J■ l1/Tahlin 2012

Tcntang

PEⅣIBERIAN IZIN OPERAS10NAL PENDIRIAN TK HARAPAN
BUNDA DESA」4SAPI RANDAH KECAPIATAN HATUNGUN

KABUPATEN TAPIN

I(ETUA YAYASAN PKK ASAM RANDAH KECAMATAN IIATUNGUN
KABUPATEI{ TAPIN

Mcnirnirang : l. Bahwa dalam ran,gka memperluas Akses pelayanan pendidikan kl.nrsusnya

pendrdikan Anak Usia Dini / Usia Pra Sekolah yang belum tertampurg dalam

pendidikan TK, maka perlu dilatriukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat

rurtul< berperan serta meningkatkan jumlah TK tennasuk pendirian TK HARAPAN
BLNDA Desa Asam Ranolah I(ecamatan I{atulgur Kabupaten Tapin.

(

2. Bahrva agar progtam kegiatan belajar mengalhr pada TK Harapan Bturda

Kecauratan Hatungur Kaburpaten Tapin dapat Lerselerrggara dengan baik dan lancar,

maka dipandang perlu membcrikan izin Operasional Pendirian TK Harapan Burda
Kecamatan Hatungn I(ablrpaten Taptu

3 Bahwa untuk keperluan huruf a clan b konsideran tersebut di atas perlu ditetapkan

dengan Surat Keputusan l(cpala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan I-Iatrurgun

I(abupaten Tapin.

Mcngingat : I Undatg-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistent Pendidikan Nasiornl
(Lcnibaga I(er-ja Tahun l9B9 Nomor 6,Tambahan Lembarar.r Negara Nomor 3390):

2. Undang-undang Nomor 22 'tr-ahun 1999 tentang Sistem Daerah (Lembaran

Negara Tahurl 1999 Nomor 6O,Tambairau Lembaran Negara Nomor 3839),

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahrn 1990 tentang Perimbangan l(euangan antara

Pen.rerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahnn 1999 Nomor T2.Tarlbahan

Lembaran Nonror 38a8);

+. Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun i990 tentang Pendidikan Dasar

danMenerrgah (Lenrbaran Nomor 29 Tahun 1990 Nomor 3T,Tanbahan Lembaran
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Negara Nomor 34tl3)sebagaimana telh di ubah dengan Peratruan Pemerintah

Nonror56 Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lenrbaran Negara Nornor 3764)'.

5 Peratnran Per:rerintah Tahun 39Tahun 7992 tenlang Peran Serta Masyarakat

dalam Penclidika.n Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nonror 60.Tarnbahan

Lcmbaran Negara Nomor 3485).

6. Peraturau Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lernbaran Ne gara Tahrur 200() Nomor
54, Tantlahan Negara Notnor 3952).

7. Peraturan Per.nerintah Nornor 84 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pcrangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

B. Keprltrrsan Mentcri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tcntailg

Pedornan Pendidikan Sekolah

9. Peratrran Daerah l(abupaten Tapin Nornor 03 Tahun 2000 tentang I(ewcnangan
Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonomi

10. Keputr"rsan Guberutu Kalimantan Selatan Nomor : 0353 Talrun 2002 tentang

Uraian Tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kaliurar.rtan Selatan

11. I(eputrrsan Gubernur Kalirnantan Selatan Nornor : 821 .22/04-03-BKD/2(106

tanggal 27 pebrmi 2006 tentang Pengangkatan l(epala Drnas Pendidikan Fropinsr
Kalimantan Selatan.

MEMUTUSI(AN

Nr'ember-ikan Izin Operasional Pendirian TI( HARAPAN BLINDA Desa Asarn
Rerudah Kecarnatan Hatungun Kabupaten Tapin seperti Kepuhrsan ini.

TK Harapan Bunda dalam Wilavah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin

sebagaitnana dimaksud Dikturn Pertama diatas dalam melaksanakan Proses tselajar
berke'.vajiban melaksanakan segala peraturar dan kurikulum yang

Segalar biaya yatg dikeluarkan akibat ditetapkan Izin Operasional sebagaimana

DiktLurr Pertama dibebanl<an pada Pengurus dan PI(K Desa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam kepuhlsan ili akan drperbaiki sebagaimana rnestinya

Ditetapkan di

Pada tp-l

: Asanr Randah

: 20 Juni 2012

Yayasan PKK
m Randah,


